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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil dari peineilitian yang teilah dilakuikan dan uraian diatas, 

maka dipeiroleih keisimpuilan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh personil 

PNS di Polda metro Jaya belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

wawancara dan oleh data yang dilaksanakan penulis dengan key informasi dan 

juga olah data yang diperoleh dari satker Biro SDM sebagai Pembina fungsi. 

Berikut ini hasil kesimpulannya: 

1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai 

PNS Polda Metro Jaya terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti 

pengembangan masih sedikit, pegawai PNS yang mengikuti pelatihan baru 

sedikit dan kuota pelatihan yang terbatas dikarenakan anggaran pelatihan 

ada di Mabes dan dipergunakan tidak hanya untuk pelatihan dengan 

peserta dari Polda Metro Jaya saja namun juga untuk peserta di mabes 

Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kompetensi 

pegawai PNS. Berikut ini analisis dari faktor mempengaruhi 

pengembangan kompetensi yaitu 

a) Faktor dukungan Manajemen Puncak 

Pimpinan tertinggi menjadi faktor pendukung dari pengembangan 

kompetensi pegawai PNS. Komitmen dukungan manajemen puncak 

dalam hal ini Mabes Polri dengan menyelenggarakan pengembangan 

bagi PNS merupakan upaya Instansi untuk meningkatkan kompetensi 

dari Pegawai PNS. Namun faktor pendukung dari pimpinan tertinggi 

ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai PNS 

yaitu terlihat hanya sedikit pegawai yang mengikuti pengembangan 

yang ada. 
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b) Faktor komitemen dari para spesialis dan generative 

Para spesialis dan generative yang dimaksud disini pimpinan yang 

berada dibawah pimpinan pusat yaitu berupa pimpinan satker atau 

pejabat yang di satker-satker. Untuk komitmen dari para spesialis dan 

generate ini menjadi faktor pendukung. Ini dikarenakan seluruh 

pejabat di tingkat satker mengijinkan pegawainya untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi. Informasi terkait pengembangan dari 

Biro SDM di informasikan kembali kepada seluruh pegawai yang 

masih belum mengikuti pengembangan dan membuat usulan bagi 

pegawai yang berminat untuk mengikuti pengembangan kompetensi 

yang ada   

c) Faktor  Kemajuan teknologi 

Teknologi yang ada di kepolisian berupa aplikasi SIPP belum 

dipergunakan dalam pelaksanaan pengembangan. Data dari aplikasi 

SIPP yang terdiri dari data diri, kompetensi yang dimiliki dan 

pengembangan yang telah diikuti pegawai belum update sehingga 

aplikasi SIPP tidak dipergunakan dalam pelaksanaan pengembangan 

kompetensi. Pemetaan yang seharusnya dilakukan dan dipergunakan 

untuk pelaksanaan pengembangan belum ada di Polda Metro Jaya. 

Padahal pemetaan bisa diperoleh dari aplikasi SIPP apabila data dari 

SIPP valid. Selain itu juga belum dipergunakannya Aplikasi MYASN 

sebagai aplikasi yang dapat memberikan nilai prosfesionalitas dan 

kompetensi pegawai. Baik Aplikasi SIPP maupun aplikasi MYASN 

seharus dapat mempermudah Pembina fungsi untuk memetakan 

personil mana yang seharusnya mengikuti pengembangan dan 

mengoptimalkan pengembangan kompetensi PNS di Polda Metro 

Jaya.     

d) Faktor kompleksitas organisasi 

Struktur organisasi telah disusun sesuai dengan wewenang, jabatan 

dan DSP pegawai yang menjadi pelaksana tugas. Jabatan kosong dan 
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pegawai yang riil masih jauh dibawah DSP mengakibatkan adanya 

pelaksanan tugas ganda dari pegawai yang ada. Akibatnya kompetensi 

yang dimiliki pegawai menjadi tidak jelas dan pengembangan tidak 

dilakukan dengan alasan pekerjaan tidak dapat ditinggal.    

e) Faktor Gaya Belajar 

Gaya belajar yang dipergunakan dalam Pendidikan dan pelatihan 

untuk pengembangan kompetensi di Polda Metro Jaya mengikuti gaya 

off job.  Namun alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, keluarga 

dan lain-lain menjadi penyebab masih banyak pegawai yang tidak 

mengiuti pelatihan yang ada.  Belum adanya pengembangan yang 

menggunakan gaya belajar yang memanfaatkan teknologi, on job atau 

gabungan dari onjon dan off job menjadi faktor kurang motivasi dari 

pegawai mengikuti pengembangaan sehingga pengembangan 

kompetensi yang ada menjadi belum optimal.   

f) Faktor  fungsi-fungsi Sumber Daya Manusia Lainnya 

Untuk fungsi-fungsi sumber daya lainnya menjadi pendukung dalam 

pengembangan kompetensi. Hal ini terlihat untuk fungsi sumber daya 

mausia lainnya yaitu bagian jabatan akan memproses usulan jabatan 

yang diperoleh dari satker pengirim terkait permintaan jabatan untuk 

pegawai yang memiliki kompetensi sebagai penghargaan kepada 

pegawai tersebut. Selain itu juga fungsi yang berkaitan pangkat juga 

akan memproses kenaikan pangkat lebih cepat waktunya untuk 

pegawai yang dinilai memiliki kompetensi  atas dasar usulan dari 

satker jajaran. Selain itu juga penyebaran untuk informasi terkait 

pengembangan dan reward yang dapat diperoleh juga dilaksanakan 

oleh fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya dalam upaya 

meningkatkan motivasi dan semangat pegawai untuk mengikuti 

pengembangan yang ada. 

Dari faktor-faktor diatas yang mempengaruhi pengembangan diatas 

dapat terbagi menjadi dua (2) faktor. yaitu faktor pendukung dan faktor 



` 

120 
 

penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat 

mengoptimalkan pengembangan kompetensi. Namun dalam pelaksanaan 

di Polda Metro Jaya faktor pendukung masih belum digunakan secara 

maksimal sehingga pengembangan kompetensi masih belum optimal. 

Yang termasuk faktor pendukung yaitu faktor manajemen puncak, faktor 

komitemen dari para spesialis dan generative, dan faktor fungsi-fungsi 

sumber daya manusia lainnya. Sedangkan yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi dan membuat pengembangan menjadi tidak optimal 

merupakan faktor penghambat. Yang termasuk ke faktor penghambat yaitu 

faktor kemajuan teknologi, faktor kompleksitas organisasi, dan faktor gaya 

belajar. 

2. Dari uraian diatas berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan kompetensi  maka dapat direkomendasikan 

strategi untuk pengembangan kompetensi pegawai PNS sebagai berikut ini  

a. Melakukan perencanaan dengan penentuan identifikasi kebutuhan 

pengembangan yang diperoleh dari data hasil pemetaan kompetensi 

yang dimiliki masing-masing pegawai. Pemaksimalan penggunaan 

teknologi dengan melakukan update data pada aplikasi SIPP dan 

penggunaan aplikasi MY ASN sebagai dasar pemetaan data 

kompetensi yang dimiliki pegawai. Apabila data di aplikasi SIPP telah 

valid dan penilaian profesionalitas dan kompetensi pada aplikasi MY 

ASN maka dapat dipergunakan oleh pejabat terkait sebagai dasar 

membuat kebijakan untuk pengoptimalan pengembnagan kompetensi 

pegawai PNS.  

b. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi. 

Dalam tahap ini dilakukan koordinasi dengan pejabat Pembina SDM 

ditingkat satker sosialisasi terkait data pegawai hasil pemetaan yang 

masih belum memiliki kompetensi dan mengikuti pengembangan agar 

mau mengikuti pengembangan dan mengirimkan surat usulan 

pelaksanaan pengembangan pegawai ke Biro SDM.  
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c. Tahap selanjutnya adalah evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan atas pelaksanaan pengembnagan 

kompetensi yang telah dijalankan dan evaluasi kompetensi dari 

pelaksanaan serta evaluasi  jabatan yang dimiliki oleh pegawai PNS 

yang bertugas di Polda Metro Jaya, membuat daftar pegawai yang  

masih perlu mengikuti  pelatihan sesuai dengan jabatan dan 

mengusulkan jabatan juga kenaikan pangkat kepada pegawai yang 

telah memiliki kecukupan kompetensi. Melalui evaluasi akan 

diperoleh juga kebutuhan kuota yang sebenarnya dibutuhkan oleh 

Polda Metro Jaya untuk proses pengembangan. Terkait dengan 

kekurangan kuota pengembangan dapat diambil langkah-langkah 

untuk mengatasi kekurangan tersebut.  

B. Saran 

 Beirdasarkan hasil peineilitian ini, maka dapat disarankan hal-hal seibagai 

beirikuit: 

1. Memberikan perhatian lebih untuk faktor-faktor penghambat dalam 

pengembangan kompetensi yaitu penggunaan teknologi, kompleksitas 

organisasi dan gaya belajar dalam pengembangan kompetensi pegawai. 

Bekerja sama dengan instansi lain untuk mengurangi faktor penghambat 

yang ada dan menginplementasikan pengembangan kompetensi dari 

instansi lain yang dinilai cukup berhasil melaksanakan pengembangan 

kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di Polda 

Metro Jaya. Bekerja sama dengan instansi lain terkait dengan penggunaan 

teknologi dan gaya belajar yaitu mempelajari bagaimana instansi lain 

menggunakan teknologi dalam pengembangan kompetensinya dan 

pelaksanaan gaya belajar pendidikan dan pelatihan sehingga 

pengembangan kompetensi dapat optimal. Terkait dengan kompleksitas 

organisasi perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk mengisi 

kekosongan pegawai agar sesuai dengan DSP yang ada seperti 
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penggunaan pegawai P3K atau penerimaan PNS baru.   

2. Satker Biro SDM sebagai Pembina fungsi SDM di Polda Metro Jaya perlu 

melakukan evaluasi atas strategi yang ada dan berkerja sama dengan  

seluruh pihak agar dapat dilakukan penyusunan standar kompetensi yang 

harus dimiliki oleh pegawai, menyusun kebijakan terkait dengan 

pengembangan kompetensi pegawai termasuk kebutuhan  infrastruktur 

yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan atas 

kompetensi pegawai PNS. Selain itu juga bekerja sama dengan instansi 

lain terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk 

memaksimalkan pegawai agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

jabatannya.   

3. Perlunya adanya penelitian lebih lanjut terkait pengembangan kompetensi 

pegawai dan dampaknya terhadap pegawai tersebut juga instansi Polri. 
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